
BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG
KEDrrDrrKAtr, SUSnIfArS ORGAnTSAST, TITGAS DAII tr-ltMisr,

SERTA TATA KER.'A DTITAS TArtAUArr PArfGAtr,
HOLTIKI'LTTIRA DAIT PERI(EBI'IYAil

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan
Perkebunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingfungan Propinsi Jawa Timur (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 91,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27301;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20tl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a1;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tarrrbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengg€rr€an
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a593h



Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2Al1 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O361;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentanl
OT.O1O/8 /2016 tentang Pedoman Nomenklatur, T\rgas
dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor 133O);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6
Tahr:n 2A16 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2016 Nomor 1O);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAII, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN.

BAB I
KETEIYTT'AIT T'UUU

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Pamekasan.
Bupati adalah Bupati Pamekasan.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Pamekasan.

5. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Pamekasan Tipe A.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan
atau Pejabat Pimpinan Tingg Pratama Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Pamekasan.

7. Ur:it Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana
teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu.

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan
menunjuld<an tugas, tanggung jawab, wewenang
hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri.

5.

6.

7.

8.

9.

3.
4.

yang
dan
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BAB U
KEDT'DI'KAIT DAIY SUSUITAII ORGAIYISASI

Bagian Kesatu
Keduduten

Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan daerah Kabupaten di bidang Tanaman
Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.

(21 Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas y{rg berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Orgaatsasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:

l. Sub Bagran Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

c. Bidang Prasarana, Sarana, dan Pen5ruluhan
membawahi:
1. Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan;
2. Seksi Rrpuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
3. Seksi Penyuluhan;

d. Bidang Tanaman Pangan, membawahi:
l. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman

Pangan;
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan;
e. Bidang Hortikultura, membawahi:

1. Seksi Produksi Hortikultura;
2. Seksi Perbenihandan Perlindungan Hortikultura;
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Hortikultura;
f. Bidang Perkebunan, membawahi:

1. Seksi Produksi Perkebunan;
2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(21 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

{3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seor€rng Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(41 Masing-masing Sub Bagran dipimpin oleh seor€rng
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.
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(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang.

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

(71 Kelompok Jabatan F\rngsional dipimpin oleh seorang
pejabat senior yang ditunjuk dan dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam L,ampiran dan merupakan
bagan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TT'GAS DAIT FT'IYGSII

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {1)
huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah Kabupaten di bidang tanaman pangan,
hortikultura, dan perkebunan serta tugas pembantuan yang
diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan bidang prasarana, sarana, dan

pen5ruluhan, tanaman pangan, hortikultura, dan
perkebunan;

b. pengembangan prasarana tanaman pangan, hortikultura,
dan perkebunan;

c. pengawasan penggtrnaan sarana tanaman p€rng€rn,
hortikultura, dan perkebunan;

d. pembinaan produksi tanaman p€rngan, hortikultura, dan
perkebunan;

e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit
tanaman p€rng€rn, hortikultura, dan perkebunan;

f. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman
p€rngan, hortikultura, dan perkebunan;

g. penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan
perkebunan;

h. pemberian izrn usaha/rekomendasi teknis pertanian
tanaman p€rng€rn, hortikultura, dan perkebunan;

i. pemantauan dan evaluasi bidang tanaman p€rngan,
hortikultura, dan perkebunan;

j. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.
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Bagian Kedua
Setretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b mempunyai tugas merencanakan, meliaksanakan,
mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi
lrrmrn, kepegawaian, penJrusun€rn progr€rm, perlengkapan dan
aset, , hubungan masyarakat dan keprotokolan,
perpustakaan dan kearsipn, serta monitoring, evaluasi, dan
pelaporan kinerja dan keuangan Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan,

perlengkapan, dan aset, serta kearsipan dan
perpustakaan Dinas;

c. pengelolaan urusan penatalaksan€an hukum, informasi
kesehatan, rumah tangga, serta hubungan masyarakat
dan keprotokolan;

d. pelaksanaan koordinasi pen5rusunan perencanaarl
progr€rm, anggar€rn, dan peraturan perundang-undangan;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata
laksana serta program dan kegiatan Dinas;

f. pelaporan kinerja dan keuangan Dinas;
g. pelaksanaan koordinasi penyelenggara€rn tugas antar

Bidang; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

faragraf 1
Sub Bagian Unum dan Kepegawaian

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:
a. melaksanakan tata usaha umum, EA usatra pimpinan,

dan administrasi perjalanan dinas;
b. melaksanakan urusan administrasi surat men5rurat,

pendistribusian surat, dan tata kearsipan;
c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan

inventaris Dinas;
d. memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor;
e. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat dan

keprotokolan;
f. melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan barang

kebutuhan Dinas;
g. men5rusLrn bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan,

dan ketatalaksanaan Dinas;
h. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan

karier pegawai, peningkatan mutu pengetahlran,
penatalaksanaan hukum, disiplin dan kesejahteraan
pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 1O

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ssfagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2
mempunyai tugas:
a. men5rusun bahan pengoordinasian kegiatan perenc€rnaan,

monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja,
program, dan kegiatan Dinas;

b. men5rusun perencanaan kinerja, progr€rm, dan kegiatan
Dinas;

c. menJrusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kinerja, program, dan kegiatan Dinas;

d. men5rusun laporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
e. melaksanakan pengelolaan informasi kesehatan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan bidang tugasnya.

naragraf 3
Sub Bagian ltsu r.rgan dan Aset

Pasal 11

Sub Bagran Keuangan dan Aset ssgagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:
a. melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan

keuangan Dinas;
b. melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gqii dan

tunjangan pegawai;
c. melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset Dinas;
d. men5rusun laporan pertanggungiawaban pengelolaan

keuangan dan aset Dinas; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan bidang tugasnya.

Baglan Kerlga
Bideng Prasarana, flarara, dan Pen5ruluhan

Pasal 12

Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas
menrusun dan melaksanakan kegiatan, memberikan
bimbingan teknis, serta melaksanakan pemantauan dan
evaluasi bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, Bidang Prasarana, Sarana, dan Pen5ruluhan
menyelen fungsi:
a. pen5rusunan kebijakan bidang prasarana, sararr.a, dan

penyuluhan;
b. penyediaan dukungan infrastruktur tanaman pang€rn,

hortikultura, dan perkebunan;
c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi

pertanian;
d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan

pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
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e. pemhrian bimbingan pembiayaan pertanian;
f. penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan

investasi;
g. penyuluhan pertanian serta pengembangan mekanisme,

tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
h. pemantauan dan evaluasi bidang prasar€rna, sarana, dan

penyuluhan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

naragraf 1
Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembla5raan

Pasal 14

Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurr.f c angka 1 mempunyai
tugas:
a. men)rusun rencana dan anggaran Seksi;
b. menyusun bahan kebijakan bidang pengembErngan lahan,

irigasi, dan pembiayaan;
c. menyiapkan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani,

dan jaringan irigasi tersier;
d. menyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi,

optimalisasi, dan pengendalian lahan pertanian;
e. menyiapkan bahan pengembangan tata ruang dan tata

guna lahan pertanian;
f. menyiapkan bahan bimbingan pemberday€um

kelembagaan pemakai air;
g. melaksanakan bimbingan, fasilitasi, dan pelayanan

investasi;
h. melaksanakan pendampingan dan supervisi bidang

pembiayaan;
i. men1rusun laporan dan pendokumentasian kegiatan

Seksi; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi hrpuL, Pestlsida, AIat dan tesin Pertanian

Pasal 15

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {1) huruf c angka
2 mempunyai tugas:
a. men)rusun rencana dan anggaran Seksi;
b. menyiapkan bahan pen5rusunan kebirjakan bidang pupuk,

pestisida, alat dan mesin pertanian;
c. melaksanakan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan

mesin pertanian;
d. melaksanakan pengawasan peredaran dan pendaftaran

pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
e. melaksanakan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat

dan mesin pertanian;
f. men1rusun laporan dan pendokumentasian kegiatan

Seksi; dan
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g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Prasarana, Sarana, dan Pen5ruluhan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
SckEi Pen5ruluhan

Pasal 16

Seksi Penyuluhansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(U huruf c angka 3 mempunyai tugas:
a. men5rusun rencana dan anggaran Seksi;
b. men5rusun bahan kebijakan bidang kelembagaan,

ketenagaan penyuluhan tanaman p€rng€rn, hortikultura,
dan perkebunan;

c. men5rusun program pen5ruluhan, materi, dan
pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;

d. menyiapkan bahan penguatan, pengembangan, dan
peningkatan kapasitas bidang kelembagaan penyuluhan
tanaman p€rngan, hortikulftrra, dan perkebunan;

e. menJrusun dan mengelola database ketenagaan
penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, dan
perkebunan;

f. menyiapkan bahan pengembangan kompetensi kerja
ketenagaan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura,
dan perkebunan;

g. menyiapkan bahan informasi dan pengembangan serta
pengelolaan sistem manqjemen informasi penyuluhan
tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;

h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, dan
perkebunan;

i. menJrusun laporan dan pendokumentasian kegiatan
Seksi; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 17

Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (U huruf d mempunyai tugas merumuskan dan
melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis,
serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang
tanaman pangan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17, Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan
fungsi:
a. perumusan kebijakan pembenihan, produksi,

perlindung€rn, pengolahan, dan pemasaran hasil tanaman
pangan;

b. perumusan rencana kebutuhan dan penyediaan benih
tanaman pangan;
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c. pengawas€rn mutu dan peredaran benih tanaman pangan;
d. pemberian bimbingan penerap€rn peningkatan produksi

tanaman pangan;
e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit,

penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan
iklim;

f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan, dan
pemasaran hasil tanaman pangan;

g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis bidang
tanaman pangan;

h. pemantauan dan evaluasi bidang tanaman pangan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

naragraf f
Sekst Produtsi Tanaman k'ngaa

Pasal 19

Seksi Produksi Tanaman Pangan sebagaimzura dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka I mempunyai tugas:
a. men1rusun rencana dan angg{rran Seksi;
b. men5napkan bahan penJrusunan kebijakan peningkatan

produksi tanaman pangan;
c. menyiapkan bahan pen5rusuna.n rencana tanam dan

produksi tanaman pangan;
d. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan

produksi tanaman pangan;
e. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya

tanaman pangan;
f. menJrusun laporan dan pendokumentasian kegiatan

Seksi; dan
g. melaksanakan tugas lain yalrrg diberikan oleh Kepala

Bidang Tanaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sebi pstbenlhnn dan Perlindungan Tanaman Pangnn

Pasal 2O

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka
2 mempunyai tugas:
a. menJrusun rencana dan €rnggaran Seksi;
b. men5rusun bahan kebijakan perbenihan dan perlindungan

tanaman pangan;
c. menyiapkan bahan penyediaan dan pengawas€rn

peredaran benih tanaman pangan;
d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengujian mutu

benih tanaman pangan;
e. menyiapkan bahan sertifikasi benih dan pengendalian

sumber benih tanaman pangan;
f. men5rusun rencana kebutuhan benih dan pengembangan

vaerietas unggul tanaman parrgan;
g. menyiapkan bahan rekomendasi pemasukan dan

pengeluaran benih yang beredar;
h. menyiapkan bahan bimbingan produksi benih dan

kelembagaan benih tanaman pangan;
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i. menyiapkan bahan pengendalian serangan organisme
pengganggu tumbuhan;

j. menyiapkan bahan pengamatan organisme pengganggu
tumbuhan;

k. menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan,
bimbingan operasional pengamatan dan peramalan
organisme pengganggu tumbuhan;

l. mengelola data organisme pengganggu tumbuhan;
m. menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan organisme

pengganggu tumbuhan;
n. menyiapkan bahan sekolah lapang pengendalian hama

terpadu tanaman pangan;
o. menyiapkan bahan penanganan dampak perubahan

iklim;
p. menyiapkan bahan penanggulangan bencana alam;
q. menyiapkan bahan bimbingan teknis perbenihan dan

perlindungan tanaman pangan;
r. men5rusun laporan dan pendokumentasian kegiatan

Seksi; dan
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Tanaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

naragraf 3
Scksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Tanaman Pangan
Pasal 21

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka
3 mempunyai hrgas:
a. menJrusun rencana dan anggaran Seksi;
b. men5rusun bahan kebijakan pengolahan hasil tanaman

pangan;
c. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan unit

pengolahan hasil tanaman pangan;
d. menyiapkan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil

tanaman pangan;
e. menyiapkan bahan penerapan cara produksi pangan

olahan yang baik dan pemberian surat keterangan
kelayakan pengolahan tanaman pangan;

f. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi
pasar tanaman pangan;

g. memfasilitasi promosi produk tanaman pangan;
h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis

pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengolahan dan

pemasaran hasil tanaman pangan;
j. men5rusun laporan dan pendokumentasian kegiatan

Seksi; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Tanaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.
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Bagian KeHma
Bidnng Hortitultura

Pasal 22

Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
ayat (1) huruf e mempunyai tugas men5rusun dan
melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis,
serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang
hortikultura.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, Bidarrg Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi,

perlindungan, pengolahan, dan pemasaran hasil
hortikultura;

b. penyusun€rn rencana kebutuhan dan penyediaan benih
hortikultura;

c. pengawasan mutu dan peredaran benih hortikultura;
d. pemberian bimbingan penerap€rn peningkatan produksi

hortikultura;
e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit,

penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan
iklim;

f. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan, dan
pemasar€rn hasil hortikultura;

g. pemberian iiar: usaha/rekomendasi teknis bidang
hortikultura;

h. pemantauan dan evaluasi bidang hortikultura; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

schsi *"m"tat*rar-
Pasal 24

Seksi Produksi Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran

Seksi;
b. menyiapkan bahan pen5rusunan kebijakan peningkatan

produksi hortikultura;
c. menyiapkan bahan pen5rusunan rencana tanam dan

produksi hortikultura;
d. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan

produksi hortikultura;
e. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya

hortikultura;
f. melaksanakan pen5rusunan laporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi; dan
g. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala

Bidang Hortikultura sesuai dengan bidang tugasnya.
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Paragraf 2
Sebi psrbsniban dan Perlindungan Hortitultura

Pasal 25

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e
angka 2 mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan pen5rusunan rencana dan zrnggaran

Seksi;
b. menyiapkan bahan pen5rusunan kebijakan perbenihan

dan perlindungan hortikultura;
c. menyiapkan bahan penyediaan dan pengawasan

peredaran benih hortikultura;
d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengujian mutu

benih hortikultura;
e. menyiapkan bahan sertifikasi benih dan pengendalian

sumber benih hortikulttrra;
f. menyiapkan bahan pen5rusrrnan rencana kebutuhan

benih dan pengembangan vaerietas unggul hortikultura;
g. menyiapkan bahan rekomendasi pemasukan dan

pengeluaran benih yang beredar;
h. menyiapkan bahan bimbingan produksi benih dan

kelembagaan benih hortikultura;
i. menyiapkan bahan pengendalian serang€rn organisme

pengganggu tumbuhan hortikultura;
j. menyiapkan bahan pengamatan organisme pengganggu

tumbuhan hortikultura;
k. menyiapkan bahan pengendalian, p€Dantauan,

bimbingan operasional pengamatan dan peramalan
organisme pengganggu tumbuhan hortikultura;

l. mengelola data organisme pengganggu tumbuhan
hortikultura;

m. menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan organisme
pengganggu tumbuhan hortikultura;

n. menyiapkan bahan sekolah lapang pengendalian hama
terpadu hortikultura;

o. menyiapkan bahan penanganan dampak perubahan
iklim;

p. menyiapkan bahan penanggulangan bencana alan;
q. menyiapkan bahan bimbingan teknis perbenihan dan

perlindungan hortikultura;
r. melaksanakan pen5rusun€rn laporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi; dan
s. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala

Bidang Hortikultura sesuai dengan bidang tugasnya.

naragraf 3
Scksi Pengolahan dan Pemasaran Hasll Hortikultura

Pasal 26

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1| huruf e angka
3 mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran

Seksi;
b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengolahan

hasil hortikultura;
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c. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan unit
pengolahan hasil hortikultura;

d. menyiapkan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil
hortikultura;

e. menyiapkan bahan penerapan cara produksi pangan
olahan yang baik dan pemberian surat keterangan
kelayakan pengolahan hortikultura;

f. melaksanakan peLayanan dan pengembangan informasi
pasar hortikultura;

g. memfasilitasi promosi produk hortikultura;
h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis

pengolahan dan penrasaran hasil hortikultura;
i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengolahan dan

pemasaran hasil hortikultura;
j. melaksanakan pen5rusunan laporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Hortikultura sesuai dengan bidang tugasnya.

Baglan Keeaam
Bidang Perhebunan

Pasal 27

Bidang Perkebunan ana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf f mempunyai tugas men5nrsun dan
melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis,
serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang
perkebunan.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
a. pen5rusunan kebijakan perbenihan, produksi,

prlindungan, pengolahan, dan pemasaran hasil
perkebunan;

b. penyusunan rencana kebuhrhan dan penyediaan benih
perkebunan;

c. pengarrasan mutu dan peredaran benih perkebunan;
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi

perkebunan;
e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit,

penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan
iklim;

f. penanggulangan gangguan usaha dan trrencegahan
kebakaran;

g. pemberian bimbingan pasca p€rnen, pengolahan, dan
pemasaran hasil perkebunan;

h. pemberian idn usahalrekomendasi teknis bidang
perkebunan;

i. pemantauan dan evaluasi bidang perkebunan; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
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Paragraf 1
Schi Produbi Perkebun-n

Pasal 29

Seksi Produksi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat tU huruf e angka 1 mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan penJrusunan rencana dan anggaran

Seksi;
b. menyiapkan bahan pen5rusunan kebijakan produksi

perkebunan;
c. menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi

perkebunan;
d. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan

produksi perkebunan;
e. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya

perkebunan;
f. melaksanakan pen5rusunan laporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi; dan
g. melaksanat<an tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala

Bidang Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragef 2
Scksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan

Pasal 3O

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {1} huruf e angka
2 mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan pen5rusun€rn rencana dan anggaran

Seksi;
b. menyiapkan bahan pen5rusunan kebijakan perbenihan

dan perlindungan perkebunan;
c. menyediakan dan mengawasi peredaran/penggunaan

benih perkebunan;
d. melaksanakan pengawasan dan pengujian mutu benih

tanaman perkebunan;
e. melaksanakan sertifikasi b€nih dan pengendalian sumber

benih perkebunan;
f. merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan

vaeritas unggul perkebunan;
g. menyiapkan bahan rekomendasi pemasukan dan

pengeluaran benih yang beredar;
h. menyiapkan bahan bimbingan produksi benih dan

kelembagaan benih perkebunan;
i. menyiapkan bahan pengendalian oganisme pengganggu

tumbuhan perkebunan;
j. menyiapkan bahan pengamanan organisme pengganggu

tumbuhan perkebunan;
k. menyiapkan bahan pengendalian, Ilemantaran,

bimbingan operasional pengamatan dan peramalan
oganisme pengganggu tumbuhan perkebunan;

l. mengelola data oganisme pengganggu tumbuhan
perkebunan;

m. menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan oganisme
pengganggu tumbuhan perkebunan;

n. menyiapkan bahan sekolah lapang pengendalian hama
terpadu perkebunan;
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o. menyiapkan bahan penangan€rn dampak perubahan
iklim;

p. menyiapkan bahan penanggulang€rn bencana alam;
q. memberikan bimbingan teknis perbenihan dan

perlindungan perkebunan;
r. melaksanakan pen5rusunan laporan dan

pendokumentasian Seksi; dan
s. melaksanakan tugas Lain yang yang diberikan oleh Kepala

Bidang Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

naragraf 3
Scksi Peagolghan dan Pemasaran IIasiI Perkebunan

Pasal 31

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) huruf e angka
3 mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan pen5rusunan rencana dan anggaran

Seksi;
b. menyiapkan bahan pen5rusunan kebiliakan pengolahan

hasil perkebunan;
c. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan unit

pengolahan hasil perkebunan;
d. menyiapkan bahan pen5rusunan kebutuhan alat

pengolahan hasil perkebunan;
e. menyiapkan bahan penerapan cara produksi pengolahan

yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan
pengolahan perkebunan;

f. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi
pasar perkebunan;

g. memfasilitasi promosi produk perkebunan;
h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis

pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengolahan dan

pemasar€rn hasil perkebunan;
j. melaksanakan pen5rusunan aporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Baglan KetuJuh
Udt Felakana Tetrnis Dhas

Pasal 32

Pembentukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan
Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kcdelapan
Kelompok Jabatan tr\rngsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas berkaitan dengan
pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan
keterampilan.
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Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah
tenaga dan jenjang pendidikan terbagi dalam beberapa
kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seliap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

(3) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis, jenjang, dan pembinaan jabatan fungsional diatur
sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB Iv
TATA KER.'A

Pasal 35

tl) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan
unit organisasi di lingkungan Dinas dan Kelompok
Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam
lingtcungan masing-ma*irg, lingkungan Pemerintah
Kabupaten maupun dengan instansi lain di luar
Pemerintah Kabupaten.

{21 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan jika terjadi penyimpangan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugas bawahannya serta memberikan
bimbingan serta peh:njuk yang diperlukan.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wqiib mengikuti dan
mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada
atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada
waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk
digunakan seb^gai bahan dalam penJrusunan laporan
lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan kepada
bawahannya.

(6) Tembusan atas laporan kepada atasan wajib
disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja,

(71 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan
rapat secara berkala dalam rangka memberikan
bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.

BAB V
K TEITTUAIS PERALIIIAIT

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Unit
Pelaksana Teknis yang ada tetap melaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati
tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas yang baru.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
1. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 34 Tahun 2008

tentang Penjabaran T\rgas dan Fungsi Dinas Kehutanan
dan Perkebunan;

2. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 36 Tahun 2}lg
tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian;
dan

3. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor t4 Tahun 2OL4
tentang Penjabaran T\rgas dan Fungsi Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati

Pasal 38

ini mulai berlaku
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

pada tanggal

memerintahkan
penempatannya

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 27 Desember 2016

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal

SETqRIS DAERAH
KABPPATEI\ PAMEKASAN,\J*a'

ARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OL6 NOMOR 68

ACHMAD SYAFII
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 69 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KER.JA DINAS TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TANAMAN PANGAIT, HORTIKULTURA

DAN PERKEBUIVAN

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
PERENCANAAN
DAN EVALUASI

BIDANG
TANAMAN PANGAN

SEKSI
LAHAN,IzuGASI,

DAN PEMBIAYAAN

SEKSI
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN FIASIL

HORTIKULTURA

UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS

ACHMAD SYAFII
18


